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BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2025
tentang Bangunan Gedung, perlu dibentuk Tim Profesi Ahli
Bangunan Gedung Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820}, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27356);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47253),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti




-

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolalaan Lingkungan
Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6634);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2023-2042 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025 Nomor 7);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025
Nomor 44};

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47};

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten
Tabalong Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. memberikan pertimbangan teknis dalam proses
penyelenggaraan bangunan untuk kepentingan umum dan
yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

b. menyampaikan rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan
bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada
Bupati Tabalong melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, guna pemberian izin
oleh instansi yang berwenang;

c. apabila dianggap perlu, dapat memberikan pertimbangan
teknis untuk membantu Pemerintah Kabupaten Tabalong
dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan bangunan;
dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ kepada Bupati
Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Tanjung |
pada tanggal 23 ('70'“&" 2826
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Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1.

2.
3.
4

Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Tabalong di Tanjung.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di
Tanjung.

Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ & /KUM/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

JABATAN
NO. JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM KET
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
1 Penataan Ruang sebagai (H. Wibawa St Unsur Pemerintah

Agung Subrata, S.T., M.T.)

Dosen Universitas Lambung Mangkurat

2. | Banjarmasin (Nurpansyah, S.T., M.T., IAL) Anggota Unsur Arsitektur

Bangunan Gedung

Dosen Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin (Darmansyah Tjitriadi, S.T.,

3. M.T., IPU, ASEAN Eng) Anggota Unsur Struktur Atas
Dosen Universitas Lambung Mangkurat
a Banjarmasin (Dr. Mastiadi Tamyjidilah, Anggota Unsur Mekanil dan
| S.T., M.T., IPM.) g Elektrikal

Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja

5. |Indonesia (Ir. Saiful Muthaher, S.T., CSE.) | Anggota | - Keselamatan

dan Kesehatan Kerja
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